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: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 

. 

Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 
42); 

Mengingat 
' 

' 

' 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan etos kerja . dan 
kesejahteraan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah 
khususnya yang belum memiliki sertifikasi pendidik serta 
dalam rangka penyaluran tambahan penghasilan berjalan 
tertib, . lebih efisien dan efektif, transparan, akuntabel, 
kepatutan, dan bermanfaat, perlu ditetapkan Keputusan 
Penerima Tambahan Penghasilan; 

b. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendidikan dan 
. Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2019 · ten tang Petunjuk Teknis 

• 

Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan 
Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah, 
sebagaimana telah diubah · dengan Peraturan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun · 2021 ten tang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri · Pendidikan dan 

· Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis 
Penyaluran Tunjangan Profesi, · Tunjangan _ Khusus, dan 

. Tambahan · Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah, 
maka Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya 
mengusulkan Guru yang dinyatakan valid setelah dilakukan 

· verifikasi dan validasi data untuk kemudian diterbitkan Surat 
Keputusan Penerima Tambahan Penghasilan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan · 
Bu pati · · Cilacap . · ten tang Pendelegasian · Wewenang 
Penandatanganan Surat Keputusan Penerima . Tambahan 
Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah.Khususnya 

· Yang Belum Memiliki Sertifikat Pendidik Kepada Kepala Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap; •• 

' 
BUPATI CILACAP, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

,. 

PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN SURAT KEPUTUSAN 
PENERIMATAMBAHAN PENGHASILAN BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL 

. DAERAH YANG BELUM MEMILIKI SERTIFIKAT PENDIDIK 
KEPADA KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

KABUPATEN CILACAP 

TENT ANG 

BUPATI CILACAP 
PROVINS! JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI CILACAP . . 

NO MOR 1• 
. TAHUN 2021 

• 

. . 

s. ~- .. ·· 
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•• 

. . 



(1) Mendelegasikan Wewenang Penandatanganan Surat Keputusan Penerima 
Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang belum 
memiliki sertifkat pendidik Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Kabupaten Cilacap. 

(2) Penerima Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah 
sebagaimana tersebut pada ayat (1) diberikan berdasarkan data usulan dari 
satuan pendidikan yang telah diverifikasi oleh Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan. 

Pasal 1 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG 
PENANDATANGANAN. SURAT KEPUTUSAN PENERIMA 
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL 
DAERAH YANG BELUM MEMILIKI SERTIFIKAT PENDIDIK 
KEPADA KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAY AAN 
KABUPATEN CILACAP 

MEMUTUSKAN : 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4301; 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4586); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058); 

7. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan 
Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil; 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap 
Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Cilacap N omor 134); 

' 
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BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2021 NOMOR 
•• • 

' . 
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ARID MA'RUF 
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Diundangkan di Cilacap 
• • • 

pada tang · · · 1 
SE ETARIS DAE 
KAB T CI 

TATTO SU 
• 

• 

• 
,. 

• 

.. 
' 

Agar setiap orang . mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap . 

. 

· Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021 . 
" 

Pasal 2 . 
• 

• ., 

• 

(3) Keputusan Penerima Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah 
sebagaimana tersebut pada ayat (1) berdasarkan kriteria sebagai berikut: 
a. Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang belum memiliki sertifikat pendidik; 
b. berkualifikasi akademik paling rendah S. l /D.IV; 
c. memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK); 
d. · aktif mengajar sebagai guru mata pelajaran/guru kelas atau aktif 

membimbing sebagai guru · bimbingan konseling/ guru teknologi informasi 
dan komunikasi; 

.. 

e. memenuhi beban kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
dan 

f. terdaftar aktif pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik). 
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